it S WALIKOTACEPOK
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arrpiran o -
i iiang

PENDIR!AN SEKOLAH MENENGAE PERTAMA (SMP) NEGERI 15 DEPOK

WALIKOTA DEPOL,

Manimbany - 4 tahwa Kepala Dinzs Pendidif:an Kota Depok melalui surat Nomor
404/425-Disdik mangajukan usulan untuk Pendiriar Us it Sekolah Bait
SpAP Neger di Wilayo Perbatasan antara Kecamatm Cimanggis Koiw

Depok dengan Kecaetan Ciracas Jakarta Timur;

5 bohwa Pendirian Uit Sekolah Baru SMP fiegeri sebagaimana
dimaksud pada huaf a, dimaksudkan dalam upay= penuntasan waji
baiajar ¢ Tahun ssi -yaimana dimaksud dalain Peraturan Pemerintas
Nomor 47 Tahun 20 ¢ tentang Waijib, Belajar;

5. bahwa berdasarkan kaiian tekais dari Dinas Pendidikan telah tersedia

lokasi untuk per.dirian Sckolah Menengah Pertama (SMP) tersebut,

d. bahwa berdasarkar: pertimbangan sebagaimana d.maks id daiam
huruf a dan hurf o peclu ditetapkan Keputusan Walikota tentand
Pendirian Sekoian {#enengah Pertama (SMP) Negeii 15 Depor

Mengingat - 1. ‘ndang-undany Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kotamacdya Datrah Tingi it i Gepok dan Kotamacys Daerah  indxa H
Cilegon /Lembzran Neyara Republik indoresia Tahur 1953 Numor 40
yambatan Lembarin Negata Repubiik indonesia Nonior $8247;

2. Undang-undang Ncmor 28 Tahur 1999 tenteng Penye lenggara Negars

vang Bersi dai £eo2s dan Forupsi, Koiusi gan Nepovume (Lembaran

Negara Repubik Injonesia Tahun 1999 Nomor !5,

Lemburan Negara .epublik indonesta homar 367



w

10.

Undar.g uncang Nomor .7 Tabun 2003 tentang Keuargan Negaia
(Lemtaran Necare Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan |.embar3sn Mogara Republik Indonesia lomor 4286);
Undang-u~dang |ion'or 20 Tahun 2002 tentany Sistem Pendidikar:
Nasioiral (Lembares Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomao:
78, Tanmbahan Lemiaian Negara Republic Indon:sia Nomor 43C1);
Undar.g-indang Nomor 1 Tahun 2004 ‘entang Pertendaharaar:
Negara (i.embaran Negara Republik Inconesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lemoeran Megara Republi Indonesia Nomor 4355).
Jndang-.- tang Nomo: 10 Tahur 2004 terianj Pembentukan
Seraturar.  Perunceng-undangan (Lembaran Negara Repu i«
.ndonesia Tahuy 2004 Nomor 53, Tambahar Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 42€9);
Undang- "1dang Norar 32 Tahun 2004 tentang Pemerint: han Daerar
(Lemba-ar, Megera Republik Iraonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambah:i~ Lembaran Negara Republik Indonesic Nomor 4437)
sebageimzna telch beberapa kali  diubah torakhir  dengan
Undang-undang Normor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedusz
atas Undang-undary Nomor 32 Tahun 2004 tentaiig Pemerintahai
Saerah (Lembaran N 1gara Republik Indonesia Tzhun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Ncn or 4844);
Undang-undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangear.
Keuangan antera Pemerintah Pusat dan Dae.ah (Lembaran Negara
Pepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ir..1>nesia Nomor 4438); =
Peraturan Pemeriatan Nomor 7 Tahun 20035 tentang Rencana
Pembangunan Pendidiken Jangka Menengah Nasicnal Tahun 2004-
2009 (L.embaran Negura Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
Peraturan Pemerinich Nomor 19 Tahun 2005 tentar.g Stanaar Nasiona
Pendidikan (Leribaran Negara Republik Indoresia Tahun 2005
Nomor 41, Tari>zhan Lembaran Negara Republik indonesis
Nomor 4496),

11. Perawran... .



Memuerhatik: n

13.

14.

15.

16.

17,

18.

o

. Peraturan Pemeiinteh Nomor 38 Tahun 2007 teniang Pembagian

Urusan Psmerintanan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Peme. ntah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negare
Republik Indonssia Republik Indonesia Tahuri 2007 Nemor &2

Tambahan I.emberer. Nagara Republik Indonesia Noraor 4737):

. Peraturan Pemerintan Normor 47 Tahun 2008 tentong Wajib Bela z

(i.emtaran Negara Rapublic Indonesia Republik liidoiesia Tahun 2008
Nomor €0, Ta"tzhan Lambaran Negara Repuolik Indonesia
Nomor 48€3);

Instruksi Presind~n Nomor £ Tahun 2006 ten‘erig Geraken Nasiona!
Percepaten \Wejar Dikdus © Tahun;

Kepuivsan Mentar' “encidikan Nasional Nomer U36/U/1995 tentany
Pelaksanaan Wajit Relaar Pendidikan Dasar;

Keputusiin Men.eri Pendidiken Nasional Nomor J60/U4/2002 tenlan,
Pedomaii Pendirizn Sekolah;

Peraturon Daerah Kotz Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang
Rencara i embangunan Jangka Menengah Daerai kota Depok 200
2011 (Leinbaran Daerah Kota Depok Tahun 200¢€ Nomor 02);
Peraturar Daerah Kota Depok Nomor 07 Tanun 2)C3 tentang Urusa:
Pemerinizhan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi KKewenange:
Pemeririich Ko a Depo's (Lemberan Daerah Kote Depok Tahun 200+
Nomor ¢7);

Peraturan Dae-aly Kota Depok Norior 08 Techui 2008 tenian:
Organisasi Perang<at Jaerah (Lembarar Daeran Kota Depok Tarii
2008 Nomor 08) <
“erita Acara hasil wisyawaran warga pada Fari sabte tanggal 7 Me
009;

Kajian Teknis ?endrian Sekolah Baru SMP Negeri 1o Tahun 2009

15

MEMUTUSKAN....



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMF AT

KELIMA

Tembusan :

N o R NS

MEMUTUSKAN :

- Mendirikan Sekolah Mznangah Pertama (SMP) Negeri 15 Depok yang

beralamat di Jalan Tipar Rt 005/006 Kelurahan Mekarseri Kecamatan
Cimanggis. (Ex Sekolat Dasar Negeri Mekarsari 4).

- Drganisasi Sekolah Menengeh Pertama (SMP) Neger 15 sebagaimens

dimaksua pada diktum PERITAMA terdiri dari unsur Pimpinan, unsui
pelaksana 2t edem’s, nsur pelaksana administrasi dan unsur perunjans

lainnya.

. Rumusan tujas, fungsi, susunan organisasi dan tata keja Sekolal

Menengzh Pertama (€ VIP) Negeri 15 sebagaimana (limaksud pada diktuirr
PERTAMA sesuai dengan ketentuan perund ang-undengan yang heriaku.

. Biaya untulc penyelenggaraan kegiatan sekclah sebagaimena dimaksuc

pada diktum PERT/MA dapat bersumber dari Angtjerar. Pendapatan dai
Belanja N2Zara (APBLl), Anggaran Pendapatan dan Relanja Daeral
(APBD) Koi Depok, Anggaran Pendepatan dan Felenja Sekolah sert
sumber-surt.her lain yang sah dan tidak mengikat.

. Keputusan iii mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

vih. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarie,

vth Gubernur Jawa Barat di Bancung;

Yih Kepala Dinas Pendidikan Provirst Jawa Barat di Bandung;

Yth. Ketua DPRD Kota Depok;

Yth Inspzktur Inspektorat Kota Depok:

Ytt.. Kepala Dinas Pendapatan dan F<rigelo'aan Keuangan Kota Depok;
Yti. Camat se-Kota Depok.



